
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MATUKU UTARA

PERATURAN RUPATI FIALMAFiERT{ BA}tr{f

NOMOR .4,2- te}i'UN 2022

TENTANG

KEDUDUT{AI{, SUSUNAN ORGAITISASI, TUGAS DAI!r FUNGSI SEItrA
TATA I(ERJA BADAI{ KESATUAIT BANGSA DAIT POLITIK DASRAH

KABUPATEU HALMA}IERA BARA?

DENGAN RA]_IMAT TUFiA},i YANG MAHA ESA

BUPA'I]I HA].MAHh]RA RARAT,

fufenimbang: a. bairwa untuk meninclaklanjuti ketentuan Pasal 12 a-vat (li Peraturan
Daerah Kabupaten Hahnahera Barat. Nomor 2 Tahun 2A2I tentang
Perubahan Atas Peratrlran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2CI16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten }{alrnahera Barat dan ketentuan Pasai 54 Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 10 Tahun '2AL6 tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Ilalmahera Barat, tnaka perlu dijatrarkan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a Badan
Kesatuan l3angsa dan Politik Daerah Katrupaten Halmahera Barat dengan
Peraturan I3upati;

b. bahr,va pembahan struktur Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud
huruf a adalah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reforrnzrsi Birokrasi Nomor 17 Tahun'2421 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan trungsional clan
Surat Menteri f)alam Negeri Nomor: 8OO/8597 /OTDA perihal
Persetujuan Penyetaraa.n Jabatan di Lingkungan Pernerintah
DaeraLr Kabupaten di Provinsi Maluku Utara dan Nomor:
8,AO / 8791/O:[DA perihal Persetujuan Penyet.araan Jatlatan di
Lingkr-ingan Pemerintah lfaerah Kabupaten l{almahera Selatan,
Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai dan Knta
Ternate Provinsi Maiuku ut.ara, maka periu cliiakukan
penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan
fungsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurt.f a
dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentrurg
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a Badan
Kesat.uan Bangsa rlan Politik Daerah Kabupaten l{almahera Barat.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Nomor '23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembent.tikan l)aerah-Daerah
Swatantra l)aerah Tingkat II Daiam Wilayah l)aerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Bur-u dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Unriareg-undang Nomcr 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, l{almahera Selatan,Kepulauan Sula, Halma}rera Timur
dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara;
5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang I'erubahan Ata*

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun '2OL6 tentang Perangkat Daerah;
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Perat-uran Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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9. Peraturan Menteri Penda.vagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nornor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Aelministrasi
ke lfalam "Iabatan Fungsional;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.441 Tahun ZALE tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan
r1i Bidang Kesatuan Bangsa dal Politik;

1 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: BAO /85q7/ OTDA perihal
Persetujuan Penyetaraan Jabat.an di l,ingkungan Pernerintah
Daerah Kabupaten di Provinsi Maluku utara, maka perlu
diiakukan penyetaraan jabatan dari jabat.an administrasi ke
jabatan fungsional;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tairun 2A21
t"entang Perubahan afurs Peraturan Daerah Kabupaten halmahera Barat
nornor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

13. Peraturan Bupati Halmahera Barat. Nomor 2A Tahun 2A2l tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2015
tentang Strr-rktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat.

MtrMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI I{ALMAHBRA BARAT TtrNTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

BAB I
XETEIITUAI{ UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan [3upati ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemer-intah Kabupal-en Halmahera Barat;
3. Br*rpati adaiah I3upati Halmahera Barat;
4. Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Kepaia Badan adalah Kepala tsadan Lladan Kesatuan Bangsa dan Politik l)aer"ah

Kabupaten Halmahera Barat;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kabupaten Halmahera Barat;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten

Halmahera Barat;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang selanjutnya disingkat UmB.

BAB II
KEDUDUI{AII DATT SUSI'NAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) I3adan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah.

{2} Badan Daerah sebagaimana diuraksud pada ayat {1) dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

7



Bagian Kedua
Snsunaa Organisasi

Pasal 3

i1i Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politjk l)aerah, terdiri atas:
a. Kepala l3adan;
t)" Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Umuur dan Kepegawaian;
c. Bidang ldeologi, Wanvasan dan Karakter Bangsa;
11. Bidang Politik Dalam Negeri;
e. Bidang Ket-ahana.n Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi KemasYarakatan;

f. I3idang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. I(elompok Jabatan Fungsional.

{2} Bagian Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik l)aerah sebagaimarLa

dimaksud pada ayat (1), tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ir:i.

BAB III
TUGAS POKOK, FTUIIGST DAI\I URATAIT TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

{1} I{epala Badan mempunyai tugas urembantu Bupati melaksanakan Llrusan
pemerintahan yang rnenjadi keu.enangan ctaelah dan tugas pembantuan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

{2) Ifalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1}, Kepala
Badan mempunyai fungsi :

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaarl ketlijakan daerah dibidang Kesatuan
Bangsa dan Polltik Daerah;

b. Pelaksanaan keLrijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik l)aerah ;

c. Pengkoordinasian, fasilitasl dan pengendalian pelaksanaan tugas Badan;
d. PemLrinaan terhaclap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
e. Pelaksanaan furrgsi lain yzlng ditrerikan oieh Bupati.

{3i Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada a5'at (2), Kepala Badan
m.empllnyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengenrlalikan seluruh kr:giatan {ii lingkup Eiarlan Kesatuan
Ilangsa dan Poliiik;

t)" fuferumuskan ketrljakan tekais rlan me*jatlarkan Renctna Petrbangunan Jangk*
Panjang, R*ncana P*mhangunan Jangka h{enengah rlan Rencana $t.rategi

Kabupat-en Fialu:aher-a Earat dalam lingkr:p tugasnya rlalam bentrlk renca::a kerje;

c. Mengkoordinasikan seluruh proglam dengan insta.nsi terkait sesuai peraturan
yang ber'laku guna kelancaran tugas.;

d. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat clibawahnya secara

tlerjenjang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Membina bainahan dengan rnemberi petunjuk serta arahan agar pelaksanaan

tugas sesuai rencana;
f. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat dibau'ahnYa secara

berjenjang sebagai bahan pembinaan karier;
g. fuIelaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan ntaupurl teilulis sebagai

bahan pertanggungjawaban;
ir.. Memberikan saran dan perdmbangan kepada Bupati baik lisan lnaupull tertulis

sebagai bahan pengambilan kebijakan. ;

i. Melaksanakan tugas lain 1,ang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis
guna kelancaran peiaksanaan tugas.



Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

{ l) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan, mempunlrai tugas pokok perurtusan dan pelaksanaan
kebi.jakan, pengoordinasian, pemalltauan, evaluasi, dan pelaporan mehprtti
perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset,
kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan
ketalalaksanaan, kehumasan rlan keprct"okolan, kepegarvaian dan pela-Yanan

adr:rinistrasi di lingkungan badan serta pengknordinasian program dan kegiatan pada
masing-masing bidang.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana climaksud pada ayat {1i,
Sekretaris mempltnvai fungsi:
a. perellcanaan operasional Sub Bagian Umurn dan Kepegalvaian pada Badar:

Kesatt-ran Bangsa dan Politik Daerah ;

b. penyelenggaran Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangs*
dan Politik Daerah;

c. pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan SuLr l3agian Umum dan
Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

rt. pengkoordinasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian derlgan Bidang-
Bidang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

e. pelaksanaan fungsi lain yang dibedkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinva.

i3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Sekretaris
melnpunyai uraian tugas:
a" Memimpin rlan mengendalikan kegi.atan bidang kesekretariatan berupa administrasi

dan ketatausahaan, dan umum Badan Kesatuan tsangsa dan Politik I)aetah;
b. Merumuskan program ul:usan umlrm dan perlengkapan, kepepSawaian, keuangan

serta hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
c. Mengkoordinasikan tugas rlengan Kepala Bidang rlan di lingkup Badan Kesatuan:

Bangsa dan Pol,itik Daerah guna kelancaran peiaksanaan tugas;
ri. Membina penyusunan teknis operasionai kerja cli lingkup Sekretarjat berdasarkan

program yang ditetapkan;
e. Memberikan inforrnasi kepada masyarakat mengenai seluruh kegiatan Badan gurla

terso sialisasinya progralx -yang telah ditetapka n;
f. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian berdasarkan tugas dan fungsi guna

kelancaran pelaksanaall tugas;
g. Memberi petunjuk kepatla l(epala Sub Bagian berdasarkan pecloman kerja agar

terhindar rlari kesalahan;
h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub tsagian di lingkup

Sekertariat sebagai bahan pembinaan karier;
i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan baik lisan maupull tertulis

sebagai bahan per&rnggungjar,r'aban;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik lisan maupurr

tertulis sebagai batran pengambilan keLrijakan;
k. Melaksanakan tugas lain ya.ng diberikan oleh Kepala lSaclan baik lisan maupun

tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

t4) DaLam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas seiragaimana pada ayat
(1i, (2) dan {3), Sekretaris Barlan Kesatuan Rangsa dan Polilik Daerah, membar,vahi
Sutr Bagian Umum dan l{epegas'aian.

Sub Bagian tfmum dan l(epegawaian
Pasal 6

{1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seor-ang Kepala Sub Bagian yang
berada di bar,vah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunliai tugas
pokok melaksanakan pengelolaarr urllsan surat rnenyurat, kearsipan, kepustakaan,
kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan
kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta arlministrasi
kepegawaian lainnya
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{2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala Sui;
Bagian Llmum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. penygsunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan serta

ketatalaksanaan;
b. pelaksanaarl urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan,

keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi
kepegawaian;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasrtva;
d. pelaksaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian {Jmr-rrn

dan Kepegawaian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas <larl

fungsinva
{3i Dalam meiaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat {2), Kepala Sutr Bagian

Umurn dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian berdasarkan
program sebagai pedoman kerja;

c. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkup tsadan

Kesatuan Bangsa dan Poiitik Daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. IVIencatat, mengada.kan, mendistribusikan, menyirupan, meras,at barang dan alat

kantor serta menyampaikan usul penghapusan barang;
e. Mengurus penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara kantor serta penyusunan

risalah rapat;
f. Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokumen dinas Lain guna tertib administrasi;
g. Meiaksanakan urusan rrrmah tangga dinas _yang menyangkut dengan ketertiban,

keinclahan, keamanan, penerimaan tamu, terrnasuk mengatur peng*iunaan alat
komunikasi, air, listrik;

h. Membagi tugas kepada trawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegalvaian
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Sub Bagian LImum da*
Kepegau,aian agar terhindar dari kesalahan;

j. Mengelola administrasi kearsipan kepegawaian -vang meliputi Daftar Lrrut
Kepangkatan (DUK) dan Bezeting serta menyiapkan Buku .Jaga Kenaikan Pangkat
dan Buku Jaga Kenaikan Gaji Berkala secara periodik tragi PNS Badan;

k. Menghimpun dan mengelola bahan pustaka di bidang kepegar,vaian untuk membantu
meningkatkan wawasan dan pengetahuan staf;

i. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Sub
Bagian Urnum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang maksimal;

m.Menilai dan mengevaluasi keqja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian guna pembinaan dan pengembangan karier;

n. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan

teknis, serta bahan lainnya yang trerhubungan dengan tugas di lingkup Sub Bagian

Umum dan Kepegaq,'aian sebagai landasan ke{a;
o. Mengidentifikasi per:rnasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sebagai bahan pemecahan masalah;
p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis sebaga.i

bahan pertanggungjawaban;
q. Memberikan saran dan peflimbangan kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis

sebagai bahan pengambilan keputusan;
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan manpuir tertulis

guna kelancaran pelaksanaan tugas"



Bagian Ketiga
Bidang ldeologi, tf,Iawasan llebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 7

{1} Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah di bidang ideologi, \va\,vsan

kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan.

t2] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang ldeclogi,

Wau.asan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, beia Negara,

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejara-h

kebangsaan;
b. Perumusan kebijakan teknis di tlidang ideoiogi, wawsan kebangsaan, trla Negala,

karakter bangsa, pembauran ketrangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarair

kebangsaan;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang irleologi, wawasan kebangsaan, bela Negara,

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka ilrnggal ika dan sejarah
kebangsaan;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideoiogi, wawsan kebangsaan, bela Negara.

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhileka tunggal ika dan sejarah

kebangsaan;
e. Pelaksanaan monitc;ring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi. \vawsan

kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggai
ika dan sejarah kebangsaan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan,

{3} Daiam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bidang Ideologi,
'Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas:

a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang ldeologi, lilau'asan
Kebangsaan dan Karakter Rangsa;

b. Penyusunan program keq'a di bidang ideologi, wa\,vasan kebangsaan, bela Negara,

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, ilhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan;

c. Pemrnusan kebijakan teknis di Lridang icleologi, \&'a\,i,san kebangsaan, bela Negara,

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggai ika dan sejarah

kebangsaan;
{i. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan keLrangsaan, bela Negara,

karakter bangsa, pemtrauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan;

e. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawsan kebangsaan, trela Negara,

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
keLrangsaan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawsan

kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

g. Membagi tugas kepada banvahan diBidang ldeoiogi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bidang setragai bahan
pembinaan dan pengembangan karier;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungiawaban;

j. Memberikan saran dan perlimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maltpun
tertulis sebragai bahan pengambilan keputusan;

k. Nielaksanakan tugas lain 1,ang dii:erikan Kepala Dinas baik lisan maupun tulisan
guna memperlancar pelaksariaan tugas.
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Bagian Keempat
Bidaag Politik Dalam ltegeri

Fasal 8

Birlalrg Politik Dalam Negeri beitugas melaksanakan sebagian tugas Badan I{esatuan

Bangsa cian Politik f)aerah di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, penvakilan dan partai
politik, pemiiihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan sjtuasi
polidk.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a-y-at {1), Bidang Pr:litik Daiarn

Negert menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan d.emokrasi, f,asilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakiian dan partai
politik, pemilihan umum/pernilihan urlum kepala daerah ser:ta pemantauan situasi
potritik;

b. Penyusunan bahan perulxusan kebijakan di bidang pendidikan poiitik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelemtragaan pemerintahan, per-rnakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan

situasi politik ;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya poliiik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelemtragaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umumfpemilihan umum kepala claerah serla pemantauan situasi
politik;

d. Pelaksanaal koordinasi di bidang pendiriikan politik, etika b,uda3,a politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakitran dan pafiai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan sltuasi
politik;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pernerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umumf pemilihan umum kepala daerah setta
pemantauan situasi polit.ik; dan

{. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Biriang Potritik

Ilalam Negeri mempunvai uraian tugas:
a. Memimpin rian mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Politik Dalam Negeri;

b. Penyusunan program keq'a di Bidang Politik Dalam Negeri;

c. Perumusan kebijakan teknis cli Bidang Poiitik Dalam Negeri;

d. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;

e. Peiaksanaan kegiatan di biclnng politik dalam negeri;

L Pelaksanaan koordinasi dan lasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di
bidang politik dalam negeri;
Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
Pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bidang penriidikan politik;
Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang penclidikan
politik;

j. Membagi tugas kepada bawahan di Bidang Politik Dalam Negeri guna kel.ancaran

pelaksanaan tugas;
k. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bidang Politik Dalarn

Negeris sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
1. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan mallpull tefiulis

sebagai bahan pertanggungjawaban;
m. MemLrerikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas traik iisan maupun tulj"san

guna memperlancar pelaksanaan tugas.

{3}
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Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 9

Bidang Ketahanan Bkonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dail Politik Daerah rii
bidang ketahanan ekonomi, sosial, hrudaya, fasilitasi pencegahan penyalahgllnaan

larkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sefia
pendaftaran orunas, pemberdayaan orfiras: evaluasi dan mecliasi sangketa orrna$'

pengawasan omlas dan ormas asing.
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan men-yelenggarakan

fungsi:
a. penyusunan program ke{a di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasjlitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragarna dan
penghayat kepercayaan serta penclaftaran orunas, pemberdayaan olanas, evaluasi

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ofinas dan ormas asing;
t!. penyusurlan bahan perumusan kebijakan c1i bidang ketahanan ekonomi, sosiill,

trudaya, fasilitasi pencegahan penl,alahgunaan narkotika, lasilitasi kerukunan umat
Lreragama dan pengha-rzat kepercayaan serta pendaftaran ornas, pemberda.vaan

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ofinas dan orrnas asing;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaYa, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragarna dan
penghay-at kepercayaan serta pendal-taran orrras, pemberdayaan ofirlas, evatruasi

dan mediasi sengketa offinas, pengau'asan ormas dan ormas asing;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kemkunan umat heragama dan
penghayat kepercayaan serta pendallaran orrnas, pemberdayaan ormas, evaluasi

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan orlnas dan ormas asing;
e. pelaksanaan monitoring, evaiuasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi,

sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftarall orrnas;
pemberclayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa otanas, pengawasan ormas dan
ormas asing; dan

f. pelaksanaan fungsi lain 5rang diberikan oleh pimpinan.
Dalaur melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunl/ai uraian
tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Ekr:nomi,

Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
b. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, buda"v-a, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasiiitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemirerdayaan onnas, evaluasi dan
mediasi sengketa ornlas, pengawasan orlnels dal ormas asing;

c. Penyusunan bahan perumusan ketrijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan ur"nat"

beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaltaran onrlas, pemberdayaar:

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan orrnas dan ornras asing;

d. Pela-ksanaan kebijakan rli bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran onnas, pemLrerdayaan ormas, evaluasi dan
rnediasi sengketa orrllas, penga$/asan orrnas dan ormas asing;

e. Pelaksanaan koorrlinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasiiitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat trcragama dan
penghavat kepercavaan serta pendaftaran orunas, pemberdayaan onnas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

{3}

x



f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanall ekonorrri,

sosial, trudaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat fueragama dan pengha-vat kepercayaan serla pendaftaran ormas, pemberclayaan

rlrmas, evaluasi dan mediasi sengketa ofinas, pengawasan or]nas dan nrmas asing;

g. Membagi tugas kepada bawahan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budat'a,
Agama rlan Organisasi Kemas_yarakatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf cli lingkup Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budzrya, Agama rlan Organisasi Kemasyarakatan sebagai bahan
pembinaan dan pengembangan karier;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepacla Kepala ilinas baik lisan maupull tertulis
sebagai bahan pertanggungjau,aban;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupull
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
Melaksanakan tugas lain vang ditrerikan Kepala Ifinas baik lisan maupltn tulisan
guna mernperlancar pelaksanaan trigas.

Bagian Keenam
Bidang Kewaspadaan Illasional dan Penanganan Konflik

Pasal 1O

Eidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konllik bertugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keda asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan Lridang keuraspadaan,
serta penanganan konflik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a).at (1), tsidang
Kewaspadaan Nasionai dan Fenanganan Konflik menyelenggarakan fi-ingsi:
a. Penyusunan program ker.ja di bictang kernaspadaan difli, kerjasama intelijen,

pemantauan orang asing, tenaga kerja ersingdan lembaga asing, kelvaspadaan
perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kervaspadaan, serta
penanganan konflik;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasarna
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asingdan lembaga asing.
keu,aspadaan perLratasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik;

c. peiaksanaan kehijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama iltelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kervaspadaan, serla
penanganan konflik;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga ke4'a asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik;

e. pelaksanaanmonitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang kern'aspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan CIrang asing, tenaga kerja asing dan lemlraga asing,
kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi keiembagaan bidang; ken'aspadaan,
serta penanganan konflik.

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

{3) l)alam melaksanakan fungsinya sebagairnana dimaksud pada ayat '2, Bidang
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas:

a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan t-ugas di Bidang Kewaspadaan Nasinnai

dan Penanganan Konflik;
b. Penyusunan program kerja di tlidang kewaspadaan rlini, kerjasama inteli.|en,

pemantauan orang asing, tenaga keria asingdan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan biriang kewaspadaan, serta
penanganan konflik;

c. Penyusunan bahan perumusan ketrijakan di bidang kernaspadaan dini, kerjasama

intelijen, pemantauan oranfl asing, tenaga kerja asingdan lemLraga asing,

ker,rraspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,

serta penanganan konflik;

j"

k.
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d. Pelaksanaan kebijakan dibidang ker,vaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konfiik;

e. Pelaksanaan koordinasi di biriang kewaspadaan dini, keq'asama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar Negara, fusilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asireg,

keu,aspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang keu,aspadaan,
serta penangarran konflik;

g. Membagi tugas kepada bawahan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik guna keliancaran pela.ksanaan tugas;

h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf cli lingkup Bidang Keu.aspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik sebagai bahan pembinaan dan pengernbangan
karier;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungiawaban;

.j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

k. tulelaksanakan t.ugas iain yang diLrerikan Kepala Dinas baik iisan maupun tulisan
guna memperlancar pelaksanaan tugas.

BAB TV

JABATAN F"UIIGSIONAL
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional parla lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasalkan peraturan perundang*
undangan.

Pasal 12

{U Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang tertragi
dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

{2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ditent.ukan
berdasarkan kebutuhan dan beban ke{a.

{3i Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {2), diatur
sesuai peraturan perundang-undangan.

{41 Untrrk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan
perunrlang-undangan.

{5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oieh ketua kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan rumpun jatratan masing-masing.

t6i Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
TATA NERJA

Pasal 13

t1l Kepa1a Badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lrerdasarkan
kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. 
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t2i Kepala Badan, sekretaris, kepala l:idang, kepnla SuLrbagian, pejabat
fi-rngsional, dan seluruh personil dalam lingkungan hadan melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai dengan ket.entuan peraturan perundang-
undangan, serta menerapkal prinsip hierarki, koordinasi, keqjasan1a,
int.egrasi, sinkronisasi, sirnplifikasi, akuntabiiitas, transparansi, serta
efektifitas dan efisiensi.

Pasal 14

Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbagian, pejabat
fungsional, dan seiuruh personil dalam lingkungan dinas wajib mematuhi
petunjuk rian arahan pimpinan, serta menyampaikan laporam secara
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepacla atasan
masing-lrasing.
Set.iap laporan _r'rlng diterin:a sebagairnana di::naksud pacl*. ayat 1i ) cii*lah
dan rligunakan aleh pirnninan sebagai bahan perur?1u*a.n pelaksanaari
i<ehijakan teknis.
Kepala badsn, sr:kreta:'is, kepala i:iCang, riern kepaia Sui:bagiar: riai*.ir:
lingkungan badan daiam melaksanakan tuga-snya, ntelakukan
pengawasan, pemantaLlan, pengendalian clan evaluasi, serta
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala danf atau sesuai
kebutuhan.
Kepala badan, sekretaris, kepala kridang, dan kepala Subbagian dalam
lingkungan Lradan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi pemerintah/swasta dalarn rangka meningkatkan kinerja dal
mernperlancar pelaksanaan tuga"s dan fungsi badan.

BAB 1/I
KETTN?UAN PTI$UTUP

Pasal 15

Pada mat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Rupati Nomor 44 Tahun
2A77 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Katrupaten Haimahera Barat dicatrut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Fengundangan peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Banat.

(1i

i:l!

t3)

i4i

Ditetapkan di:
pada tanggal:

Jailolo
25J uarl 2022

BUPA RA BARAT,

SEKRtrTARIS DAERAH
KABUPATEN HALMA}I]IRA BARAT,

RADJAI(

RtrRITA DAERAH KABUPATtrN HALMAHtrRA BARAT TAHUN '2022 NOMOR .'?df

Ass, Eko & Pembangunan

Kabag Hukum dan JAIIES UAISG

1,1 x

Diundangkan di : Jailolo



Salinan sesuai dengan aslinga.
Ke1:ala Bagian Fiukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

Jason KrtLalom,o, SH, LL.M

Nip. 19730128 2A06A4 1 OOq
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